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Keberadaan perbankan saat ini sangat berpengaruh besar kepada
perckonomian rakyal, Sebagaimana kita ketahui perbankan merapakan
badan uvsaha wang menghimpun dana dari masyvarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredil. Banyaknyu bunk
vang berdiri ahir-ahir ini salah satunya adalah BPR yang berdiri di doerab-
duerah memberi pengaruh vang besar terutama bagi pengusaha. Dimana
rakval dupat meminjam uang dalam bentuk kredit untuk menjalankan
usshanva. Pendician BPR ini harus melewati beberapa prosedur izin
pendirian yang di peroleh dari Bank Indonesia (313 sebagai mana yang di
iclaskan dalam pasal 16 ayat | Undang-undang Mo, 10 Tabun 1998 tentang,
Perbankan. Sejalan dengan otonomi dacrah sckarang i apakah pengurusan
izin pendirian BPR masih dilakukan ke pusat.

Permasalaban yange dikemukakan penulis dalam skeipsi im vaio apa
saja jenis izin yang barus dimiliki oleh PT. BPR LPN Tach Daruah pada
saat pendiriannya, Bagaimana pelaksanaan pengurusan izin pendirian T
BPR LI'N Tach Baruah.

Metode  vang  digunakan  adalah  yuridis  sosiologis dimana
pendekaran terhadap masalah melalul pepelitian bukum dengan melihat
norma hukuem vang berlaku dibubungkan dengan kenyataan yvang ada
terhadap permasalaban vang ditemuw dalam penelitian. Jenis penelitian vang
di lakukan melalut penclitian kepustakaan dan penelinan lapangan, dan
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. [Data
vang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitati D

Diari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin yang harus
Jdimiliki oleh PT. BPR LPN Tash Baruah berasal dari Bl vaita [zin Usaha /
Persetujuan Prinsip dan izin vang berasal dart Pemerintah Daerah vaitu lzin
Sendirikan Dangunan, Pengukehan Badan Hukom, Lam Gangeuan dan [2in
Tempat Usaha serta Tanda Daltar Perusahaan. Pelaksanaan izin pendirian
BPR ini dalam prosesnya mengalami kemudahan kama paca saat pendirian
terdapat kemudaban-kemudaban dari pemerintah. Pada awalova Gubernur
merekomendasikan pendinan LIPN setelah maju barulah dikembangkan
menjadi BPR dan ini pun mendapat kemudahan pada waktu itu di keluarkan
Paket Oktober 1988, sedangkan 1#in vang berasal darl Pemerintah Daerah
juga tdak ada bambatan karna BPR sangat memberi dampak yang positf
terhadap perekonomian masyarakatl.



BARI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ol merupakan
upaya vang berkesinambunpan dalam rangka mewujudkan masvarakar yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Guna mencopui
tujuan  tersebut.  pelaksansan  pembangunan ckonoml  nosional  haros
senantiasa  memperhatikan keserasian,  keselarnsan dan keseimbangon
berbagal unsur trilogi pembangunan, vaiu pemerataan pembangiman,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.’

Halah satu  sarana vang mempunyal  peran  strategis  dalam
menyerastkan  dan menveimbangkan  masing-masing  unsur  rilogi
pembangunan adalah perbankan. Sekior perbankan yvang memiliki posisi
strategis sebagal intermediasi dan penunjang sistem pembavaran merupakan
faktor vang sangal menentukan dan proses berkembangnya perckonomian
nasional vang scnantiasa bergerak cepat dengan tantanzan vang semakin
Longkrit.

LHeh karena e peranan perbankan nasional perle ditingkatkan
sesual dengan fungsinya dalam menghimpon dana dan menvalurkan duna

wsyarakat sccara efektil dan efisien berdasarkan demokrasi ekonomi

dengan  lebib mendukung  dan memperbatikan sekior  perekonomian
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masvarakat dengan  prioritas kepada  koperasi, pengusaba  kecil dan
menengah serta berbagai lapisan masvarakal lanpa diskriminasi, sehingpa
akan memperkuat struktur perekonomian nasional.
Salab sat vang dituju dalam pelaksanaan trilogi permbuangunan vaito
pemerataan pembangunan, hal i dapat dilakukan di segala bidang dan
dilaksanakan di seloruh wilayah Tndonesia, baik o di kota maupun di desa.
Bepitu juza halnya dengan pertumbuban ekonomi juga harus dilaksanakan
di seluruh wilayah bukan hanya di kota apl masvorakat dess Jegs sangat
membutehkon bantuan dart pemerintah atau swasts untuk meningkatkan
periumbuban ekonomi,
Serelah dikelvarkan Undang-Undang Ne. 22 Tahun 1999 yang di
santi dengan Undang-Undang Mo, 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Dacrah,
dimana daerah  berwenang  mengatur perekononuan  daerah,  aktilitas
perckonomian daerah  diharapkan akan meningkat sgar kesejahleran
masyarakat jugs meningkat. Perbankan di daerab akan dihadapkan pada
tantangan-tantangan bary, <hantaranya adalah -
a. Peranan perbankan dacrah dalam mendorong perekonomian

b. Mengembangkan kerasama dengan DPRD, pemenntah daersh dan
kemitraan dengan pengusaha doersh lerotama usaha kecil dan
menengah,

¢, Meningkotkan mutu pelavanan dan produk-produk perbankan.

d. Meninpkatkan kualitas sumber daya manusia,



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
I. Schubungan dengan proses pendingn PT, BRR LPN Tach Baruah dalam
pendiviannya harus memilikl berbagai jenis izin. lenis izin tersebu
adalah sebagai berikut:
a.  lzin usaha! izin prinsip
Dalam hal ind izin vang dimaksud adalab izin vang dimaksed dalam
LUindang-Undang Perbankan tentang 12in apa saja yang harus dimiliki
aleh sebuah Rank dalam pendirannya. Disim van vang dirmiliki oleb
PT, BPR LPN Tach Barush adalah izin ussha yang disabkan olch
Menteri Keuangan karena pada wakiu pendirian PT. BPR LPN Tach
Baruah im vang berlako adalah Undang-Undang Mo, 14 whun 1967

tentanyg Perbankan.

b. lzin lain vang berasal dari pemerintah antara lain:

1. lzin mendirikan Bangunan (IMB)

| BF)

Penpukuhan badan hukom
3. [zin pangguan dan izin tempat usaba

4. Tandz dafor perusahaan

2. Berdasarkan jenis izin diatas maka pelaksanaan izin pendirian P, BPR

LLPMN Tach Baruah, sehelomnva PT. BPR LN Taeh Banmhb ini berdirt
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